BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :/28 /KPTS/x7/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Menimbang

Mengingat

—_

PADA 5 (LIMA) DESA DI KECAMATAN LOLCDA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa sehubungan dengan telah berakhimya masa bhakti anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat,
maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten
Halmahera Barat.

Undang — undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang — undang Nomor
23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — daerah Swatantra Tingkat |l
dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku menjadi Undang - undang;

Undang — undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera

Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5979);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

A



9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : ~ Surat Camat Loloda Nomor.  140/247/2019 tanggal 12 November 2019, Perihal

Penyampaian Anggota BPD Terpilih di Kecamatan Loloda
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada
pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung
sejak tanggal pelantkan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah
dan/atau dapat dipilih kembali 1 {satu) kali masa jabatan berikutnya;
KETIGA Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah
berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini
menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi - tingginya atas dharma
bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
KEEMPAT Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja
dengan ikhlas dan sungguh — sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang
— undangan yang berlaku;
KELIMA Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti,
maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu
menggantikannya;
KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di - Jailolo
pada tanggal : 23 D{;eméuﬂmg
BUPATI HALMAHERA BARAT

. PEJABAT Paraf

Sekretaris Daerah A

Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum ‘;ﬁ DANY MISSY

Kepala DPMPD ) ‘,%
Kabag. Hukum & Org /.
Tembusan, disampaikan kepada /
Yth; 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi

2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Haimahera Barat di Jailolo

4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi

6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

1 {2V [KPTS/xt[2019

- 23 Pefrembe TAHUN 2019

- DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PADA 5 (LIMA) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum

Kepala DPMPD

| Kabag. Hukum & Org

NAMA ANGGOTA YANG NAMA ANGGOTA YANG

NO | NAMADESA |  geRAKHIR MASA TUGAS DIANGKAT LEATAN

1 2 3 4 5

| TOTALA JAYA 1. BOAS KENE 1. THOMAS LENGE ANGGOTA
2. MELKIAS YAMO 2. MUSA KENE ANGGOTA
3. MORLIS MUDJA 3. YUBELINA MUDJA ANGGOTA
4. BARTOLOMEUS NYONG | 4. ARWENIF. DIMES ANGGOTA
5. HERODIA KOROIS 5. MORLIS MUDJA ANGGOTA

N

2. | LINGGUA 1. DENSLIUS KALENGE 1. MARSIUS SUNGI ﬁNggglAA
2. TINCE SADJA 2. OLDEN OPE ANEECTA
3. ABSALOM SAKALATY 3. ARIYANTI SAKALATY TeE6Th
4. BEN OLDEN OPE 4. ALBERT BIDJI ANEGOTA
5. FERDINAN OPE 5. RONAL TOMEKE

3. | TOMODO 1. SEBEDEUS DIAWANG 1. YUSUP MAKAWIMBANG ANGGOTA
2. TJUN B. KUANDANG 2. JEPSON BOBAYA ANGGOTA
3. LEIMENA ADILANG 3. ALPIUS PONTOH ANGGOTA
4. NORMA MALARINGAN 4. KRISAFAT PAMIKIRAN ANGGOTA
5. MIESKE PONTOH 5. MUJUHUS MANGUMPAUS ANGGOTA

4. | ARUKU 1. APOLOS LOTONO 1, SELFANA GURATJI ANGGOTA
2. MELEAKI TJANI 2. APOLOS LOTONO ANGGOTA
3. APNER PARATAMA 3. SURYAN KUANDANG ANGGOTA
4. DJON BIDJI 4. APNER PARAMATA ANGGOTA
5. WILSON DOMINGGU 5. WILSON DUMIGU ANGGOTA

5. | BILOTE 1. MEYLLY S. BADIANG 1, SEFNAT PUNANA ANGGOTA
2. YUNITA TATAMBANE 2 MEYLLY S. BADIANG ANGGOTA
3. MARTA MOHIBU 3. YUNITA TATAMBANE mgggx
4. DOPLIKA DISINI 4. GREIS PUNANA ool
5. ANDRESON HINOKE 5. ALEN FANI PUNANA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BA
DANY MISSY
PEJABAT | Paraf
Sekretaris Daerah




